
e-ISSN: 2987 -1891 

Available online at http://pcinformatika.org/index.php/pcif/index  

Journal on Pustaka Cendekia Inform atika 
Volum e 3 No. 1, Februari-Mei 2025, pp 9-14 

 

 

9 

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sektor Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan di Sentani Kabupaten Jayapura 
 

Hanifah Diah Indryani Rahmawati  
Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224  

E-mail: diahindryni03@gmail.com 

* Corresponding Author 

https://doi.org/ 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article history 

Received: 05 March 2024 

Revised: 11 March  2024 

Accepted: 17 March 2025 

Kata Kunci 

PAD, PDRB, Elastisitas  

Keywords 

PAD, PDRB, Elasticity 

Tujuan penelitian untuk mengukur elastisitas PAD dengan PDRB dan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan. Pendekatan penelitian kuantitatif, 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan cara menghitung rasio 

elastisitas PAD tahun 2020-2024. Hasil penelitian, menunjukkan elastisitas dari 

PAD terhadap PDRB tahun 2024 tumbuh negatif. Hal yang sama terjadi empat 

tahun sebelumnya, nilai negatif 0.59 elastisitas PDRB dan sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan elastisitas negatif 5.25. Sehingga lima tahun kedepan, 

untuk menjaga nilai elastisitas PAD terhadap perekonomian daerah degan cara 

menjaga nilai gap kontribusi 10% minimal PAD tumbuh positif di Kabupaten 

Jayapura. 

The research objective is to measure the elasticity of PAD with PDRB and the 

agriculture, forestry and fisheries sectors. Quantitative research approach, using 

descriptive statistical analysis method by calculating PAD elasticity ratio in 

2020-2024. The results showed that the elasticity of PAD to PDRB in 2024 

grew negatively. The same thing happened four years earlier, with a negative 

value of 0.59 elasticity of PDRB and a negative elasticity of 5.25 in the 

agriculture, forestry and fisheries sector. So that in the next five years, to 

maintain the elasticity value of PAD to the regional economy by maintaining 

the 10% contribution gap value, at least PAD grows positively in Jayapura 

Regency. 

This is an open access article under the CC–BY-SA license. 

 PENDAHULUAN  

Sumber teori disampaikan Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) menunjukan asal 
penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Halim (2008) PAD diperoleh dan dipungut daerah 
wajib memiliki dasar hukumnya. Isdijoso (2002) PAD sebagai akumulasi penerimaan pajak dari 
perusahaan milik daerah, investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Samsubar Saleh (2003) PAD 
komponen dapat menentukan berhasil atau tidak kemandirian pemerintah melaksanakan otonomi daerah 
berdasarkan asas desentralisasi. Selanjutnya sedikit berbeda pandangan dari Guritno Mangkosubroto 
(1997) menyatakan untuk menjadikan PAD basis penerimaan pemerintah memerlukan biaya atau 
pengeluaran. 

Selain sumber teori, beberapa temuan empiris PAD sebagai penerimaan Kabupaten Jayapura, 
terkait kinerja keuangan atau keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya temuan dari Parera 
et.al (2024) belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah, Tappi, V.P. (2024) 
pemetaan asset minim kontribusinya terhadap PAD, Manalu dan Rante (2023) Pholeuw Park  tepi danau 
sentani belum dimanfaatkan optimal sebagai sumber pemasukan asli daerah. Kreuta dan Rofingatun 
(2017) PAD sudah efektif dan efisien tapi tidak mendorong kinerja keuangan otonomi daerah. Klara 
et.al (2019) asset dan penyertaan modal tidak berpengaruh terhadap PAD, Halomoan (2012) berhasil 
menghitung Rp.27.256 milyar/tahun potensi nilai produksi ikan tangkap dari danau sentani. Kekry 
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(2024) menemukan varians cukup tinggi tentang belanja daerah, kondisi ini dipicu oleh terbatasnya 
pendapatan daerah. 

Kemampuan anggaran tahun 2020 untuk pendapatan daerah Rp.1.452,430 triliun, sedangkan 
penerimaan PAD hanya Rp.96,820 miliar, kebutuhan layanan publik tinggi sehingga belanja menembus 
Rp.1.293,00 miliar. Anggaran tahun 2024 untuk pendapatan daerah Rp.1.455,030 triliun, masih minim 
kontribusi PAD hanya Rp.84,900 miliar, sedangkan kebutuhan belanja publik mencapai Rp.1.553,900 
triliun.  Kondisi kemampuan APBD di Kabupaten Jayapura hingga sekarang masih dijumpai 
permasalahan serius, didukung temuan empiris sebelumnya rentang waktu tahun 2012-2024. Artinya 
secara empiris masih terjadi permasalahan dan belum berjalannya teori dari Halim (2004) pendapatan 
asli daerah (PAD) menunjukan asal penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah.  

Sehingga, penting untuk mendapatkan pengalaman penelitian aktual tentang PAD dan sektor 
potensial di Kabupaten Jayapura. Pertanian, kehutanan dan perikanan sebenarnya mampu mendorong  
PAD, karena peranan sektor mencapai 17.78-19.39 persen dengan PDRB di Kabupaten Jayapura. Selain 
enam peneliti sebelumnya, permasalahan PAD dan Kinerja Keuangan umum terjadi di Provinsi Papua, 
misalnya dari hafizrianda et.al (2019) capaian <10 persen kemandirian keuangan daerah, artinya Papua 
masih tergantung pendapatan transfer pemerintah pusat, Kekry (2020) cenderung minim karena 
kepastian peta potensi kemampuan keuangan daerah, selanjutnya Kekry (2021) hanya 1,74 persen 
kemampuan PAD karena daya saing ekonomi potensial tidak terjadi, Wonar (2022) kepatuhan belanja 
wajib menjadi pertimbangan, mungkin disebabkan adanya kelemahan kapasitas PAD sehingga ruang 
gerak keuangan daerah terbatas. Selain itu juga, Ngutra (2015) pemerintah tidak melakukan pendataan 
potensi pertanian sebagai objek pajak, pemerintah sangat bergantung dengan BPS. 

Keberadaan teori menyatakan PAD sebagai sumber penerimaan daerah, berasal dari ekonomi asli 
di Kabupaten Jayapura, masih menjadi topik penelitian karena potensi ekonomi tinggi tapi minim 
pemanfaatan pihak berkepentingan, manfaat lainnya seperti disebutkan kekry et.al (2021) penelitian 
dijadikan wanaha pembelajaran dan menguji kemampuan peneliti. Sehingga penelitian ini, 
mengupayakan bukti empiris tentang elastisitas PAD terhadap PDRB khususnya sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan karena kontribusnya 17.78-19.39 persen PDRB di Kabupaten Jayapura. 
Rumusan masalah penelitian, bagaimana perkembangan nilai elastisitas PAD terhadap PDRB sektor 
pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya tujuan penelitian, memberikan 
kontribusi empiris terkait permasalahan kemampuan PAD dan menerapkan teori dari Halim (2004) PAD 
seharusnya penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli di Kabupaten Jayapura. Pendekatan penelitian 
menggunakan kuantitatif dengan cara statistik deskriptif khusunya rasio elastisitas PAD terhadap PDRB 
tahun 2020-2024. 

METODE 

Bogdan & Taylor dikutip oleh Moleong (2021) metodologi merupakan mekanisme dan prinsip 
menemukan tantangan dan mengupayakan solusi. Lokasi penelitian di Sentani Kabupaten Jayapura, 
Kaur et.al (2018) pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk memahami 
fenomena. Kuncoro (2013) jenis data kuantitatif merupakan terhitung secara langsung penelitian ini 
menggunakan data PDRB 2020-2024 sumber data dari website resmi BPS Kabupaten Jayapura, 
sedangkan data pendapatan asli daerah (PAD) 2020-2024 diakses melalui portal APBD kementerian 
keuangan. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, Widodo (1999) dimana rasio 
elastisitas PAD terhadap PDRB dihitung melalui perbandingan Persentase Perubahan PAD terhadap 
Persentase Perubahan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Jayapura. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jayapura merupakan sumber penerimaan daerah, 
setiap tahun pada struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jayapura. Komponen 
utama objek PAD ialah pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. UU 
No.23/2014 menyebutkan PAD menjadi penerimaan daerah serta dipungut berdasarkan peraturan 
daerah. UU No.1/2022 pemerintah daerah diberikan kewenangan terkait daerah otonom berdasarkan 
asas desentralisasi, salah satu bentuk ukuran kewenangan ialah optimalisasi sumber keuangan daerah 
Kabupaten Jayapura. 
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Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, memberikan kontribusi empiris terkait permasalahan 
kemampuan PAD dan menerapkan teori dari Halim (2004) PAD seharusnya penerimaan daerah dari 
sumber ekonomi asli, melalui perhitungan rasio elastisitas PAD terhadap PDRB tahun 2020-2024 di 
Kabupaten Jayapura. Untuk itu, sebaiknya memperoleh informasi mengenai keberadaan perekonomian 
daerah melalui informasi kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Jayapura tahun 2020-2024. 

Tabel 1. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024 

Sektor PDRB 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 19.39 19.04 18.50 18.32 17.78 

Pertambangan dan Penggalian (%) 1.34 1.32 1.25 1.23 1.21 

Industri Pengolahan (%) 4.51 4.38 4.18 4.10 4.06 

Pengadaan Listrik dan Gas (%) 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah (%) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Konstruksi (%) 17.01 16.97 16.55 15.94 16.36 

Perdagangan Besar dan Eceran (%) 13.51 13.70 14.41 14.34 14.06 

Transportasi dan Pergudangan (%) 12.69 12.92 13.90 14.64 15.07 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 1.20 1.19 1.14 1.12 1.14 

Informasi dan Komunikasi (%) 6.54 7.01 7.15 7.40 7.29 

Jasa Keuangan dan Asuransi (%) 1.42 1.40 1.43 1.54 1.52 

Real Estate (%) 4.99 5.44 5.18 5.26 5.04 

Jasa Perusahaan (%) 2.16 2.29 2.28 2.42 2.31 

Administrasi Pemerintahan (%) 9.88 8.93 8.73 8.38 8.81 

Jasa Pendidikan (%) 1.89 1.79 1.81 1.92 1.88 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%) 1.79 1.86 1.78 1.73 1.78 

Jasa lainnya (%) 1.52 1.60 1.56 1.52 1.53 

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Jayapura Tahun 2025 
Sektor PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki porsi cukup besar rata-rata 18.61 

persen, sektor lainnya cukup dominan adalah konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta transportasi 
dan pergudangan. Beberapa potensi sektor seharusnya menopang ekonomi makro ialah industri, karena 
sektor ini memiliki peluang mendapatkan peluang PAD di Kabupaten Jayapura namun masih minim 
hanya 4 persen, Tanudi (2021) kontribusi sektor industri semakin menunjukkan trend positif secara 
persentase dan nominalnya. Terdapat keyakinan bahwa pemicu adanya investasi dan ekspor mampu 
menorong sektor pertanian atau perkebunan sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan PAD 
bagi daerah, terdapat dukungan teoritis kekry dan fahmi (2021) di kalimantan sektor perkebunan bisa 
menopang ekonomi daerah dan penerimaan daerah karena adanya ekspor CPO. Sehingga secara 
sederhana walaupun keseluruhan sektor PDRB kontribusinya positif dan cenderung naik tapi tidak 
memberikan kemanfaatan bagi kinerja keuangan daerah, seperti temuan dari Parera dkk (2024) belum 
dapat diandalkan sumber pembiayaan otonomi daerah dan Tappi, V.P. (2024) pemetaan asset minim 
kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Jayapura. 

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024 

Perkembangan PAD 2020 2021 2022 2023 2024 

Pendapatan (Rp Triliun) 1,452 1,220 1,396 1,438 1,455 

Kontribusi PAD Untuk Pendapatan (%) 6.67 10.28 11.62 9.23 5.84 

Gap Kontribusi 10% Minimal PAD  -3.33 0.28 1.62 -0.77 -4.16 

Kemampuan PAD Untuk Belanja (%) 7.49 9.60 11.14 9.12 6.06 

Sumber: Data diolah, Portal DJPK Tahun 2025 
Sesuai semangat otonomi daerah, pemerintah memberikan kualitas layanan publik untuk 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura, namun ada tantangan keuangan daerah kekry & 
iriawan (2024) tingginya kebutuhan wajib layanan publik namun tidak didukung dengan pendapatan 
memadai, sehingga besarnya nominal pendapatan dan belanja daerah belum tentu diiringi dengan tingkat 
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kepatuhan belanja wajib. Seperti pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura secara historis meningkat 
positif 2020-2024 namun kinerja PAD sebagai penerimaan Kabupaten Jayapura, terkait kinerja 
keuangan atau keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal.  

Misalnya menurut Halim dan Nasir (2006) PAD diperoleh dan dipungut daerah wajib memiliki 
dasar hukumnya, fenomena dikabupaten jayapura hanya pemungutan PAD hanya menjawab kinerja 
penerimaan berdasarkan target ditentukan, namun untuk kinerja keuangan dari sisi kemandirian masih 
belum maksimal, karena rata-rata 8 persen kontribusi PAD untuk pendapatan Kabupaten Jayapura. 
Selain itu jika pemahaman dari Isdijoso (2002) bahwa PAD sebagai akumulasi penerimaan pajak dari 
perusahaan milik daerah, investasi dan pengelolaan sumber daya alam, hal ini tentunya melalui belanja 
daerah baik itu belanja modal atau pembiayaan penyertaan modal investasi ternyata masih sangat kecil 
juga di Kabupaten Jayapura, artinya penerimaan PAD Kabupaten Jayapura, memanfaatkan transfer 
pusat untuk pembiyaan pengumpulan penerimaan pajak Kabupaten Jayapura. 

Tabel 3. Nilai Elastisitas PAD dan PDRB Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2024 

Tahun 
PAD  

(Rp) 

PDRB  

(Rp Triliun) 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan  

(Rp Miliar) 

Elastisitas 
PDRB  

(%) 

Elastisitas 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan (%) 

2020 -6.62 1113.53 126.09 -0.59 -5.25 

2021 28.67 1070.09 147.63 2.68 19.42 

2022 36.80 1216.47 132.44 3.03 27.79 

2023 -29.46 954.70 141.31 -3.09 -20.85 

2024 -47.88 1213.13 113.08 -3.95 -42.34 

Sumber: Data diolah, Tahun 2025 
terdapat berbagai event besar di Kabupaten Jayapura seperti PON papua namun tidak memberikan 

dampak bagi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, Kekry & Murwaniputri (2022) 
dampak dari PON harusnya tumbuhnya ekonomi inklusif namun faktanya pertumbuhan PDRB 
Kabupaten Jayapura rata-rata Rp.17 triliun namun bukan dari sektor perdagangan atau industri, 
melainkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai Rp.3 triliun. Selain itu juga adanya 
kegiatan FDS (Festival Danau Sentani) yang dilaksanakan hampir setiap tahun, namun belum 
memberikan pemicu terjadinya pertumbuhan basis ekonomi potensial, untuk menjadi peluang 
penerimaan PAD di Kabupaten Jayapura 

Salah satu implikasinya adalah elastisitas dari PAD terhadap PDRB pada tahun 2024 elastisitas 
PDRB tumbuh negatif begitu juga dengan elastisitas pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal yang sama 
terjadi empat tahun sebelumnya dimana elastisitas negatif 0.59 untuk PDRB dan negatif 5.25 pada sektor 
pertanian, kehutanan dan perikanan. Fenomena di Kabupaten Jayapura ternyata terjadi juga didaerah 
lain, misalnya Nazikha (2021) 34 daerah otonom memiliki elastisitas fiskal tidak berpengaruh untuk 
pertumbuhan inklusif, konfirmasi lainnya dari Hardinandar (2020) PAD dan DAU memperburuk 
kemiskinan di pedesaan. Sehingga penelitian ini menemukan bahwa perjalanan kinerja PAD di 
Kabupaten Jayapura belum sesuai dengan teori disampaikan Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) 
menunjukan penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah, selain itu juga kontribusi PAD untuk 
pendapatan selama 2020-2024 tumbuh positif, tapi tidak dengan elastisitias terhadap perekomian 
khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan, penelitian ini memiliki hipotesis dimasa depan tentang 
kinerja PAD, untuk memperbaiki elastisitas PAD terhadap PDRB dan sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan maka pemerintah harus menjaga capaian nilai positif seperti tahun 2021-2022 untuk gap 
kontribusi 10% minimal PAD di Kabupaten Jayapura. Karena kecenderungan jika gap kontribusi 
tumbuh negatif maka elastisitas cenderung mengalami nilai negatif  untuk PAD Kabupaten Jayapura. 

SIMPULAN 

Sesuai masalah penelitian, nilai elastisitas PAD terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan di Kabupaten Jayapura, menerapkan teori PAD sebagai penerimaan daerah dari sumber 
ekonomi asli tahun 2020-2024 di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian melalui analisis elastisitas PAD 
menunjukkan bahwa elastisitas dari PAD terhadap PDRB pada tahun 2024 tumbuh negatif begitu juga 
dengan elastisitas pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal yang sama terjadi empat tahun sebelumnya 
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dimana elastisitas negatif 0.59 untuk PDRB dan negatif 5.25 pada sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan. Sehingga 5 tahun dimasa depan, untuk menjaga nilai elastisitas PAD terhadap PDRB dan 
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui nilai gap kontribusi 10% minimal PAD harus tumbuh 
positif di Kabupaten Jayapura. 
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